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ABSTRAK 

 

Pengaturan Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri 

atas: Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-

pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut 

unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem 

Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B 

dan Pasal 12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan 

kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari 

salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). 

Perbuatan tindak pidana Gratifikasi tersebut memang merupakan tindak pidana 

baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut 

merupakan setiap penerima Gratifikasi bisa dipandang telah menerima suap apabila 

berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan Gratifikasi tersebut dikhawatirkan dapat 

bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri/penyelenggara 

negara. Penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana 

gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun2001 tentang perubahan 

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah bahwa: Didenda dengan pidana penjara 

seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.  
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PENDAHULUAN 

Gratifikasi berbeda dengan suap, karena suap dilakukan dengan komitmen 

(perjanjian). "Kalau gratifikasi itu tidak ada komitmen, tapi memunculkan utang budi dan 

selalu terkait dengan jabatan penerima hadiah".Hari ini telah menjadi kebiasaan yang 

tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, misal penerimaan 

hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi , atau menerima 

pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan. 

Hal semacam ini lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat 

akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat 

Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa 

pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun perlu disadari , bahwa 

pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta 

kemungkinan adanya kepentingan–kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya Pejabat 

penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.  

Sesungguhnya pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau  gratifikasi 

kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau  penyelenggara negara 

bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri  mewariskan kepada kita sejak sejarah 

mengenai hal tersebut. Sebagai bagian dari  upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi 

menjadi perhatian khusus, karena  merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-

undangan dan perlu sosialisasi  yang lebih optimal. 

Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun 

dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk 

kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat 

disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga 

unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. 

Gratifikasi dapat dianggap tindak pidana korupsi suap jika yang menerima suatu 

gratifikasi tersebut merupakan pegawai negeri / penyelenggara yang berhubungan dengan 

jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.
1
 Tindak pidana menerima gratifikasi saat 

ini tidak hanya dalam bentuk materiil seperti pemberian uang, pemberian mobil baru, 

pemberian rumah, atau pemberian yang terdapat dalam penjelasan mengenai gratifikasi, 

melainkan dalam bentuk gratifikasi seksual dan ini dianggap model baru dalam tindak 

pidana gratifikasi. 

 

PEMBAHASAN 

Peraturan perundang-undangan yang ada paling akhir adalah untuk merevis 

peraturan sebelumnya, sebagaiana dikemkakan oleh Chaeruddin bahwa tujuan pemerintah 

dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau penggantian produk legislasi tersebut 

merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan 

korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi Tindak Pidana Korupsi dan 

meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi pelaku Tindak 

Pidana Korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. 

Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada 

rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang 
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terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik 

(Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Ketiga, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan 

perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang 

dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). Perampasan harta benda terdakwa ini dapat dilakukan 

meskipun terdakwa telah meninggal dunia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2001 tersebut sesuatu pemberian yang illegal langsung masuk ke dalam kategori 

suap. Pemberian yang ilegal tersebut sangat menarik dan memiliki banyak nama. Suatu 

hari biasa disebut tanda terima kasih, yang oleh sebagian orang menamakan “uang lelah”, 

“uang kopi” atau biasa dengan istilah yang paling popular bernama “uang rokok” 

sekarang dengan kemajuan teknologi komunikasi popular dengan nama “uang pulsa”. 

Saat diberikan ketika mengurus kartu tanda penduduk atau pembuatan suatu dokumen 

atau surat menyurat di kantor pemerintah, lazim dikenal sebagai “biaya administrasi”. 

Bila dimasukkan ke dalam sebuah bungkusan, ia berganti nama menjadi “amplop”. 

Karena diserahkan sembunyi-sembunyi dan untuk maksud tertentu maka ia disebut 

sebagai “sogokan”.  

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa 

pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem hukum baik formil 

maupun materil. Menurut Andi Hamzah bahwa sebenarnya indonesia adalah negara yang 

pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia. 

 

KESIMPULAN 

Pengaturan Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri 

atas: Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-

pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut 

unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem 

Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B 

dan Pasal 12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan 

kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari 

salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). 
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